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KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

Pada bah ini penulis akan menjelaskan kesimpulan untuk 

menjawab permasalahan penelitian. Berikut adalah kesimpulan dari 

penelitian "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP 

PENGANGKA TAN DAN PEMBAT ALAN YANG 

PROSES 

DILAKUKAN OLEH 

WARGA NEGARA INDONESIA TERHADAP WARGA NEGARA 

ASING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 

2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK" : ,, 

1. Proses pengangkatan antar Negara menurut peraturan perundang

undangan indonesia harus memenuhi tahapan-tahapan sebagai berikut: a. 

Tahapan permohonan ijin kepada Kementrian Sosial dan Direktorat 

Pelayanan Sosial b.Tahapan pengasuhan sementara yang dilakukan 

penyerahan anak dari Lembaga Pengasuhan Anak c. Tahapan pennohonan 

izin pengangkatan anak yang diterbitkan dari Tim Pertimbangaii. 

Pengangkatan Anak (Tim PIPA) d. Tahap Pengesahan izin pengangkatan 

anak di Pengadilan di tempat dimana anak yang akan diangkat berada. 

Pengangkatan antar Negara ini harus dilakukan demi kesejahteraan dan 

kepentingan anak dengan menjungjung tinggi pengangkatan anak untuk 

tujuan perlindungan anak. Akibat dari pengakatan anak antar Negara ini 

dapat merubah kewarganegaraan yang akan menyebabkan keamanan 

,politik , dan budaya bangsa Negara dapat terganggu.Peraturan 

intemasional yang terdapat pada konvensi anak yang sudah sudah 

diratifikasi oleh indonesia didalam ketentuannya bahwa pengangkatan 

antar Negara merupakan upaya hukum terakhir.Didalam pcraturan 

perundang-undang di Indonesia pengangkatan antar Negara (adoption inter 

country) ada duajenis yaitu: Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia 
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oleh Warga Negara Asing dan Pengangkatan anak Warga Negara Asing 

oleh Warga Negara Indonesia. Di dalam peraturan perundang-undang 

indonesia terdapat ketentuan bahwa Warga Negara Asing mengangkat 

Warga Negara Indonesia merupakan upaya hukum terakhir. Melihat dari 

prosedur tahapan-tahapan , tujuan dan akibatnya pengangkatan anak 

Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia merupakan upaya 

terakhir. 

2. Proses pembatalan pengangkatan anak di Indonesia belum ada pengaturan 

yang jelas dan yang relevan tetapi pembatalan pengangkatan anak di 

Indonesia dapat dilakukan dengan melakukan permohonan ke pengadilan 

negeri , yang akan memeriksa keputusan hakim Pengadilan Negeri dalam 

mengeluarkan putusan pengangkatan anak. Putusan Pengangkatan anak 

yang keluarkan oleh hakim Pengadilan Negeri harus sesuai dengan 

tahapan-tahapan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan 

Indonesia. Tahapan-tahapan tersebut harus diperhatikan oleh hakim dalam 

memutus karena dapat menimbulkan pembatalan pengangkatan anak. 

5.2 SARAN 

I. Memberikan Sosialisasi mengenai prosedur dan persyaratan-persyaratan 

pengangkatan anak an tar Warga N egara Indonesia dan an tar Warga 

Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia itu berbeda. Pengangkatan 

antar Negara memiliki prosedur,tujuan dan akibat yang lebih rumit karena 

merupakan upaya terakhir. 

2. Dalam hal pembatalan pengangkatan anak, Indonesia harus memiliki 

peraturan perundang-undangan yang baru secara khusus mengatur 

mengenai pengaturan mengenai pembatalan pengangkatan anak. Sehingga 

pihak yang ingin mengajukan pembatalan pengangkatan anak mengetahui 

dasar-dasar hukum apa saja yang dapat dijadikan alasan atau syarat dalam 

pembatalan pengangkatan anak. Selain itu juga menjamin kepastian 
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hukum, hakim juga akan lebih mudah dalam memutuskan suatu 

pennohonan pembatalan pengangkatan anak. 
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